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   SALINAN 

 
 

WALIKOTA BINJAI 
PROVINSI SUMATERA UTARA 

 
PERATURAN WALIKOTA BINJAI 

NOMOR 60 TAHUN 2016 
 

TENTANG 

  
 PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

TAHUN ANGGARAN 2017 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
 

WALIKOTA BINJAI 

 
Menimbang  :  a.  bahwa memenuhi  ketentuan Pasal 1 Peraturan Daerah Kota Binjai 

Nomor  7 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2017, perlu ditetapkan Peraturan Walikota 
Binjai tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja       

Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun 
Anggaran 2017; 

   b. bahwa berdasarkan perkembangan sebagaimana dimaksud dalam  

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; 

 
Mengingat    : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 9  Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan 

Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Nomor 1092);  

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara  yang Bersih  dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 3851); 

3.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4286); 

4.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4355);  

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 4400); 
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 4421); 

  7. Undang ……………. 
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7.     Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4438); 

8.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 

5049);  
9.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir  dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan 

Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten 
Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli 
Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 

11, Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 3322) ; 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4416) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 31 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler 

dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Nomor 4712); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Nomor 4502); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4570); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 

4575); 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Nomor 4576); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 

4578); 
 

    17. Peraturan ……….. 
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17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4585); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4593); 
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Nomor 4614); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Nomor 5165); 
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272) ; 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
114 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman  Pengelolaan Keuangan Daerah  sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ; 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2017 (lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 

2016 Nomor 874); 
25. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 22 Tahun 2007 tentang  Pokok-

Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah 
Kota Binjai Tahun 2007 Nomor 22); 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan  : PERATURAN  WALIKOTA  TENTANG PENJABARAN ANGGARAN  
PENDAPATAN   DAN BELANJA  DAERAH  TAHUN ANGGARAN 2017. 

 

Pasal  1 
 

Anggaran  Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun  Anggaran 2017 adalah sebagai 

berikut : 
1.   Pendapatan :  

a. Pendapatan Asli Daerah                     Rp.                   98.283.092.444,00 
b. Dana Perimbangan                         Rp.            719.167.216.158,00  
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Rp.                   56.016.878.708,00   

     Jumlah Pendapatan Rp.           873.467.187.310,00 
 

 
     2. Belanja ……………. 
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2.  Belanja : 
      a.  Belanja Tidak Langsung   

           1).  Belanja Pegawai    Rp.                 438.353.593.115,00 
      2). Belanja Subsidi  Rp.                        263.734.200,00 

           3).  Belanja Hibah    Rp.                     8.960.590.000,00 
           4).  Belanja Bantuan Sosial    Rp.                     1.257.700.000,00 
    5). Bantuan Keuangan kepada Propinsi/ 

     Kab/Kota dan  Pemerintah Desa/ 
     Partai Politik  Rp.                        588.739.725,00 
           6).  Belanja Tidak Terduga     Rp,                     1.100.000.000,00 

              Jumlah Belanja Tidak Langsung   Rp.                 450.524.357.040,00             
 

       b. Belanja Langsung  
           1).  Belanja Pegawai   Rp                    59.715.452.250,00                  
       2).  Belanja Barang dan Jasa    Rp.                 223.714.470.720,00 

       3).  Belanja Modal    Rp.                 180.664.010.530,00                  
                Jumlah Belanja Langsung Rp.                 464.093.933.500,00 

                                                      Defisit (Rp.                  (41.151.103.230,00) 
3.  Pembiayaan : 
      a.  Penerimaan     Rp.                   45.041.103.230,00  

  b.  Pengeluaran    Rp.                     3.890.000.000,00  
       Jumlah Pembiayaan Netto    Rp.                   41.151.103.230,00 
           Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun  

    Berkenaan    Rp.                                          0,00     
 

 
Pasal  2 

 

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam 
Lampiran I Peraturan Walikota ini. 
 

 

Pasal  3 

 
Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam 

Lampiran II, Peraturan Walikota ini. 
      

Pasal  4 

 
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

 
Pasal  5 

 
Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini 
dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (DPA-SKPD) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 
  

 
 
 

 
 Pasal 6 ……………….. 
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Salinan sesuai dengan aslinya 

     KEPALA BAGIAN HUKUM 
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI 
 

 
 
 
              OTTO HARIANTO,  SH 

              NIP. 19621229 198503 1 006 
 

Pasal  6 
 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku  pada tanggal diundangkan.  
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  Peraturan Walikota 
ini dengan penenpatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai. 
                                             

    
 
             

   Ditetapkan di Binjai.  
         pada tanggal 30 Desember 2016  

 
       WALIKOTA  BINJAI, 
 
              ttd      

                                     

  MUHAMMAD IDAHAM  
 
 

Diundangkan di Binjai 
pada tanggal 30 Desember 2016 

 
SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI, 
 

          ttd 
 

ELYUZAR SIREGAR 
                  
BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2016 NOMOR 60 

 
 


